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FORM.F. 1
Kepada : Yth. Bapak/Ibu Ketua Program Studi
Perihal  : Permohonan Persetujuan Judul
Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini :
Nama Mahasiswa  : Jekson Situmorang
NPM 1245114251
Jurusan/Prog. Studi  : IImu Hukum
Kredit Kumulatif
No. Judul yang diajukan Persetujuan
Analisis Yuridis Unsur Kelalaian dalam Tindak Pidana
1 Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Pasal 310 Undang- >(
Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Kasus di Polres
Langkat)
Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi dalam A‘(' W oL -
2 | Perkara Kecelakaan Lalu Lintas pada Tahap Penyidikan
(Studi Kasus di Polres Langkat) M ~ )
< i
Pembuktian Tindak Pidana Kelalaian dalam Perkara
3 | Kecelakaan Lalu Lintas pada Tahap Penyidikan (Studi X
Kasus di Polres Langkat)

Demikian permohonan ini disampaikan untuk pemeriksaan selanjutnya. Atas perhatian Bapak/ Ibu
diucapkan terimakasih.

. . a w, GH, MH .
VW’X'UE\; : D(\J\LVM\Q . Mh“r)l gH,MH at pemoho
V, . LhJNWAA /\/Wuw" 1 W'MH
P 2

( Jekson Situmorang )
Keterangan :
Dibuat rangkap 3 : - Asli untuk fakultas
- Duplikat untuk Ketua Prodi
- Triplikat untuk arsip yang bersangkutan.
Catatan :

Paraf dan tanda ACC Ketua Program Studi pada lajur judul yang disetujui dan silang pada lajur yang ditolak.
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FORM. F. 2

PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI
Nomor : g34 /UMNAW/FH /A.39/2024

Kepada
Saudara : Jekson Situmorang
Tempat, Tgl.Lahir  : Tanjung Pura, 25 Juni 1970
NPM 1245114251
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

setelah mempertimbangkan usulan judul/topik skripsi yang telah saudara ajukan tanggal 24 Februari
2026 maka pihak fakultas berketetapan untuk memutuskan judul penelitian saudara :

Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas
pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polres Langkat)

Selanjutnya, diminta agar saudara menyusun proposal skripsi. Disampaikan bahwa, judul/topik tersebut
dapat disempurnakan dengan persetujuan kedua pembimbing, selama secara substansial tidak dirubah .

Medan, Maret 2026
Ketua Jurusan | Ketua Prodi

Dr. Halimatul Maryani,S.H..M.H Dr. Syahrul Bakti Harahap, S.H..M.H
NIDN. 0120087804 NIDN. 0112097101
Tembusan :

- Asli untuk mahasiswa
- Copy pertinggal untuk fakultas
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FORM.F.3

Nomor : 934 /UMNAW/FH /A.55/2024
Lam : Satu set proposal

Hal : Penghunjukan Pembimbing
Kepada Yth.

Saudara

di.-
Medan

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Dengan ini saudara ditugaskan sebagai pembimbing dalam penyelesaian Proposal dan Skripsi
Saudara :

Nama : Jekson Situmorang
NPM 1245114251
Jurusan/Prog.Studi  : Ilmu Hukum

Dengan Judul :

Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi dalam Perkara Kecelakaan Lalu
Lintas pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polres Langkat)

Selanjutnya dipersilahkan Saudara menelaah dan menyempurnakan isi Proposal dan Skripsi
tersebut.

Khusus mengenai judul/topik Proposal dan Skripsi dapat disempurnakan selama tidak keluar
dari substansi. Bimbingan dilakukan bab per bab dan draf ditulis oleh mahasiswa.

Atas kesediaan Saudara membimbing mahasiswa kita tersebut diucapkan terima kasih.

Dr. Hali i Maryani, S.H.M.H
NIDN. 0120087804

Tembusan :
1. Mahasiwa ybs.
2. Arsip fakultas
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B. 
Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
C. 
Dokumen Resmi
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BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama : Jekson Situmorang

2. NPM 1245114251

3. Jurusan/Prog. Studi  : Timu Hukum

4. Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi dalam Perkara Kecelakaan

Lalu Lintas pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polres Langkat)
5. Pembimbing I*/IT*  : Prof. Dr. Muhammad Ridwan Lubis SH, M.HUM
Jabatan Akademik  : Guru Besar

Tanggal Materi Paraf Keterangan
24-02-2026 | Acc Judul -\
09-03-2026 | Perbaiki judul, latar belakang, penulisan, margin,

dan daftar pustaka

17-03-2026 Perbaiki penomoran bab, footnote, dan perdalam
materi pembahasan

31-03-2026 | Perbanyak referensi jurnal

06-04-2026 | Revisi judul dan Tambahkan pembahasan

17-04-2026 | Perbaiki Kesimpulan agar menjawab rumusan

s =il

masalah penelitian
04-05-2026 | Sempurnakan pembahasan bab IV «
18-05-2026 | Perhatikan penulisan huruf kapital, miring dan

S

perbaiki daftar pustaka sesuai panduan
04-06-2026 | Acc Skripsi \
l

Dr. Halimatul Maryani, S.H.,M.H

Catatan :

1.Berita acara bimbingan skripsi ini ditandatangani Dekan pada saat pengajuan
Berkas ujian meja hijau.

2.Penycrahan skripsi dan atau abstrak kepada panitia untuk ditandatangani
Rektor paling lambat 14 hari setelah ujian meja hijau.
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BIODATA WISUDA
NAMA : Jekson Situmorang
TEMPAT LAHIR : Tanjung Pura
TANGGAL LAHIR  : 25 Juni 1970
NPM : 245114251
2 NIK : 1709022506700002

NPWP : 49.888.456.8-328.000

FAKULTAS : HUKUM TGL. SIDANG

JURUSAN +ILMU HUKUM JENIS KELAMIN

ALAMAT LENGKAP : Asraraa Polres Langkat Blok A

No.18 Kel. Kwala Bingai Kee.
Medan, Juni 2026 Stabat

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

NO. HP/WA MAHASISWA : 082378759999

NO. HP/WA ORANG TUA : -
NAMA ORANG TUA/

Jekson Situmoranz. BAPAK DAN IBU : Marthin Situmorang (alm)

Oloan Dameria Gultom (almh)

JUDUL SKRIPSI :

Pertanggungjaw=ban Pidana Pengemudi dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas pada Tahap
Penyidikan (Studi Kasus di Polres Langkat)
Pembimbing Skripsi :

1. Prof. Dr. Muhammad Ridwan Lubis SH. M.HUM

Nelly Tridawati Pohen, S.kom
Catatan:
1. Dibuat rangkap 2 masing — masing untuk
a. Biro Adm. Akademik
b. Biro Adm. Kemahasiswaan
2. Disampaikan langsung ke Biro
bersama dengan menyerahkan undangan ujian

Rangkap 2
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FORM.FU. 1

Kepada Yth.
Rektor/Ketua Panitia Ujian Sarjana
c¢/q Dekan Fakultas
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Dengan hormat
Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Jekson Situmorang

Tempat, tanggal Lahir  : Tanjung Pura, 25 Juni 1970

NPM 1245114251

Jurusan/Prog.Studi : Ilmu Hukum

Agama : Katholik

Alamat : Asrama Polres Langkat Blok A No.18 Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat

Mengajukan permohonan agar dapat mengikuti ujian mengakhiri jenjang pendidikan S-1.

Berkas sidang mahasiswa untuk mengikuti ujian :
1. Surat Keterangan Keuangan (Form.FU.2)
2. Surat Keterangan Perpustakaan (Form.FU.3)
3. Persetujuan Mengikuti Ujian (Form.FU. 4)
4. Undangan (Form.FU 5)
5. Ekspedisi Undangan Ujian Sarjana (Form.FU.6)
6. Lembar Penilaian (Form.FU.7)
7. Daftar Kumpulan Nilai (Form.FU. 8)
8. Berita Acara ujian (Form.FU 9)
9. Permohonan Persetujuan Judul (Form.F.1)
10. Persetujuan Judul Skripsi (Form.F.2)
11. Penghunjukan Pembimbing (Form.F.3)
12. Berita Acara Bimbingan Skripsi (Form.F.4)
13. Biodata Wisuda (Form.F.5)
14, Transkrip Nilai dari semester I - VIIT
15. Photo copy lembar pengesahan skripsi yang sudah ditandatangani oleh Pembimbing I dan Pembimbing Il
16. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
17. Sertifikat lulus mengaji (LPTQ)
18. Sertifikat Magang 111 dan Sertifikat KKN/KKM/KKA/PKL/Klinis
19. Surat pernyataan foto berjilbab (bagi yang menggunakan jilbab)
20. Photo copy ijazah SMA atau sederajat yang dileges
21. Photo copy ijazah D2/D3/S1 atau Surat Keterangan pindah serta transkrip nilai dan konversi nilai bagi mahasiswa transfer
22. Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) dari semester [ ~VIII
23. Surat keterangan dari perpustakaan telah menyerahkan abstrak skripsi
24. Surat keterangan dari Pusat Bahasa telah menerjemahkan abstrak skripsi
25. Surat keterangan dari PKSI telah menyerahkan berkas

Demikian permohonan ini saya ajukan, semoga panitia dapat mengabulkannya. Atas perhatian Panitia
saya ucapkan terimakasih.

Medan,
Yang Memohon

Jekson Situmorang

Rangkap 2
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FORM. FU. 2

SURAT KETERANGAN KEUANGAN
Nomor: 730 /UMNAW/H.19/20 &

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan menerangkan bahwa :

Nama : Jekson Situmorang

Tempat, tanggal lahir : Tanjung Pura, 25 Juni 1970

NPM 1245114251

Jurusan/Prog.Studi : Ilmu Hukum
Telah melunasi :

24{/‘1; £ @@L \a 2 =5/zp o) JULt 2e=E

1. SPP periode ..., C.. /é e
2. Biaya Bimbingan
3. Biaya Ujian Sidang
4. Biaya Wisuda .
5. Biaya Penerbitan [jazah dan Legalisir dengan kwitansi No. @fL . tanggal ... 3/8/24 ...............

Sehingga yang bersangkutan dapat menempuh ujian akhir jenjang pendidikan.

Demikian keterangan ini diberikan, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Mem 52028
’ Rektor G\

Btro Administrasi Umum

N

Dewi Zuliani Rosa, S.E
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Humanis Mandiri Islami

FORM. FU. 3
SURAT KETERANGAN PERPUSTAKAAN
Nomor :654/UMNAW/PUSPA/A31/2026

Kepala Perpustakaan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah menerangkan bahwa:

Nama : Jekson Situmorang
NPM 1245114251
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Semester : VII

Nomor Anggota i

tidak ada lagi hal-hal yang bersangkut paut dengan Perpustakaan, sehingga yang bersangkutan
dapat dibenarkan menempuh ujian sarjana.

Buku yang disumbangkan sebanyak 2 (dua) judul yaitu:
1.
2

Demikian keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan seperlunya.





LAMPIRAN 1
PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS PADA TAHAP PENYIDIKAN
(Studi Kasus di Polres Langkat)
A. Identitas Narasumber

	Nama
	: IPTU Herman F. Sinaga, S.Sos.

	Pangkat
	: IPTU

	NRP
	: ................................................

	Jabatan/Unit Kerja
	: ................................................

	Tempat Wawancara
	: Polres Langkat

	Hari/Tanggal
	: Juni 2026


B. Pengantar Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai pertanggungjawaban pidana pengemudi, pembuktian unsur kelalaian, serta kendala yuridis dan praktis dalam penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Langkat. Jawaban narasumber dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah penelitian agar dapat digunakan sebagai lampiran dan dasar analisis pada BAB IV.

C. Pertanyaan dan Jawaban Rumusan Masalah Pertama

1. Bagaimana tahapan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas sejak laporan diterima sampai perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan?

Jawaban: Setelah laporan diterima, petugas segera mendatangi tempat kejadian perkara untuk memberikan pertolongan kepada korban, mengamankan lokasi, mengatur arus lalu lintas, dan mendokumentasikan keadaan awal. Selanjutnya dilakukan pengukuran, pembuatan sketsa, pencarian saksi, pengamanan kendaraan serta benda terkait, dan pemeriksaan awal terhadap pihak-pihak yang terlibat. Apabila dari hasil penyelidikan ditemukan dugaan kelalaian yang didukung bukti permulaan yang cukup, perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan melalui administrasi penyidikan dan gelar perkara.

2. Apa saja unsur yang harus dipenuhi sebelum seorang pengemudi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana?

Jawaban: Penyidik harus memastikan adanya perbuatan mengemudikan kendaraan, adanya kesalahan dalam bentuk kelalaian, timbulnya kecelakaan, akibat yang dilarang oleh undang-undang, serta hubungan sebab-akibat antara kelalaian dan akibat tersebut. Selain itu, pengemudi harus mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidananya.

3. Bagaimana penyidik membedakan kecelakaan murni dengan kecelakaan akibat kelalaian pengemudi?

Jawaban: Pembedaan dilakukan dengan menilai apakah akibat masih mungkin dicegah apabila pengemudi menjalankan standar kehati-hatian yang wajar. Penyidik memeriksa kecepatan, konsentrasi, jarak pandang, kondisi jalan dan kendaraan, kepatuhan terhadap rambu, tindakan pengereman, serta kesempatan untuk menghindar. Apabila seluruh tindakan kehati-hatian telah dilakukan dan kecelakaan benar-benar tidak dapat dihindari, peristiwa tersebut dapat dinilai berbeda dari kecelakaan yang lahir karena kurang hati-hati.

4. Apa dasar hukum dan pertimbangan penyidik dalam menetapkan pengemudi sebagai tersangka?

Jawaban: Dasar utamanya adalah Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan hukum acara pidana mengenai penetapan tersangka. Pertimbangan penyidik harus didukung paling sedikit alat bukti yang sah dan persesuaian fakta, antara lain keterangan saksi, keterangan pengemudi, hasil olah tempat kejadian perkara, barang bukti, dokumen medis, dan hasil gelar perkara.

5. Sejauh mana akibat yang dialami korban memengaruhi penentuan pertanggungjawaban pidana?

Jawaban: Akibat menentukan klasifikasi kecelakaan dan ayat Pasal 310 yang diterapkan, tetapi akibat tidak boleh berdiri sendiri. Korban meninggal dunia tidak otomatis membuktikan kelalaian pengemudi. Penyidik tetap harus membuktikan bahwa kematian tersebut mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan mengemudi yang kurang hati-hati.

6. Bagaimana penyidik menentukan pasal yang diterapkan terhadap pengemudi?

Jawaban: Penyidik mencocokkan fakta dengan unsur setiap ayat dalam Pasal 310. Kerusakan kendaraan atau barang berkaitan dengan ayat (1), luka ringan dan kerusakan berkaitan dengan ayat (2), luka berat berkaitan dengan ayat (3), sedangkan meninggal dunia berkaitan dengan ayat (4). Pemilihan ayat dilakukan setelah akibat medis dan hubungan kausalnya jelas.

7. Bagaimana penyidik membuktikan hubungan sebab-akibat antara tindakan pengemudi dan kematian korban?

Jawaban: Hubungan kausal dibuktikan dengan menghubungkan mekanisme benturan, posisi korban, bagian kendaraan yang mengenai korban, luka yang ditemukan, proses perawatan, dan sebab kematian. Surat keterangan medis, rekam medis, atau visum et repertum dibandingkan dengan keterangan saksi dan hasil olah tempat kejadian perkara agar tidak terjadi lompatan kesimpulan.

8. Bagaimana kedudukan BAP, sketsa, hasil olah TKP, dan keterangan saksi dalam membangun pertanggungjawaban pidana?

Jawaban: Semua dokumen tersebut merupakan satu kesatuan. BAP memuat keterangan yang harus diuji dengan sketsa dan temuan objektif di lokasi. Sketsa membantu menjelaskan arah gerak dan titik benturan, sedangkan foto serta pengukuran menguatkan atau mengoreksi keterangan para pihak. Tidak ada satu dokumen yang seharusnya dipakai sendirian tanpa persesuaian dengan bukti lain.

9. Apakah tindakan korban dapat memengaruhi penilaian pertanggungjawaban pidana pengemudi?

Jawaban: Tindakan korban merupakan fakta yang harus diperiksa secara objektif, misalnya cara menyeberang, lokasi penyeberangan, dan apakah korban muncul secara tiba-tiba. Namun kesalahan korban tidak otomatis menghapus kesalahan pengemudi. Penyidik tetap menilai apakah pengemudi mempunyai kesempatan yang wajar untuk memperlambat, mengerem, atau menghindar.

10. Bagaimana perlindungan hak-hak pengemudi selama proses penyidikan?

Jawaban: Pengemudi harus diberitahu secara jelas mengenai status dan pasal yang disangkakan, diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum, diperiksa tanpa tekanan, serta diperbolehkan menyampaikan fakta yang meringankan. Pemenuhan hak tersangka bukan hambatan penyidikan, melainkan bagian dari due process of law yang memperkuat keabsahan hasil pemeriksaan.

D. Pertanyaan dan Jawaban Rumusan Masalah Kedua

11. Bagaimana penyidik memahami unsur “karena kelalaiannya” dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009?

Jawaban: Unsur tersebut dipahami sebagai kegagalan pengemudi menjalankan kehati-hatian yang seharusnya dapat dilakukan dalam situasi konkret. Penilaian tidak hanya melihat batas kecepatan formal, tetapi juga keadaan permukiman, persimpangan, jarak pandang, keberadaan pejalan kaki, cuaca, dan kemampuan kendaraan untuk berhenti.

12. Indikator apa saja yang digunakan untuk menentukan bahwa pengemudi telah lalai?

Jawaban: Indikatornya meliputi kecepatan, konsentrasi, jarak aman, kepatuhan terhadap rambu dan marka, kondisi fisik pengemudi, kelayakan kendaraan, keadaan jalan dan cuaca, waktu reaksi, serta tindakan setelah melihat bahaya. Indikator tersebut dinilai secara bersama-sama, bukan dengan memilih satu indikator saja.

13. Alat bukti apa yang paling menentukan dalam pembuktian kelalaian?

Jawaban: Tidak ada alat bukti tunggal yang selalu paling menentukan. Pembuktian biasanya lahir dari persesuaian keterangan saksi, keterangan pengemudi, foto dan sketsa lokasi, jejak pengereman, kondisi kerusakan, rekaman CCTV jika tersedia, pemeriksaan kendaraan, dan dokumen medis. Semakin banyak bukti objektif yang saling mendukung, semakin kuat konstruksi kelalaiannya.

14. Bagaimana perkiraan kecepatan ditentukan apabila tidak terdapat CCTV atau alat pengukur kecepatan?

Jawaban: Penyidik menggunakan pendekatan rekonstruktif melalui keterangan saksi dan pengemudi, panjang jejak pengereman, tingkat kerusakan, jarak perpindahan kendaraan atau korban, kondisi permukaan jalan, dan posisi akhir. Hasilnya harus disebut sebagai perkiraan dan tidak boleh disajikan seolah-olah merupakan angka pasti apabila data teknisnya terbatas.

15. Bagaimana penyidik menilai apakah pengemudi telah melakukan upaya yang cukup untuk mencegah kecelakaan?

Jawaban: Penyidik memeriksa kapan bahaya pertama kali dapat terlihat, berapa jarak yang tersedia, apakah pengemudi mengurangi kecepatan, mengerem, membunyikan klakson, atau mengarahkan kendaraan untuk menghindar. Upaya tersebut kemudian dibandingkan dengan reaksi pengemudi yang wajar dalam keadaan yang sama.

16. Bagaimana penilaian dilakukan apabila pengemudi menyatakan korban menyeberang secara tiba-tiba?

Jawaban: Pernyataan tersebut harus diuji dengan jarak pandang, posisi korban, lebar jalan, arah pandangan, keterangan saksi, dan jejak di lokasi. Apabila korban memang muncul pada jarak yang secara fisik tidak memungkinkan pengemudi bereaksi, hal itu dapat menjadi fakta yang meringankan. Sebaliknya, apabila korban telah terlihat dari jarak cukup tetapi pengemudi tidak mengurangi kecepatan, unsur kelalaian dapat tetap terpenuhi.

17. Apakah penyidik membedakan kelalaian sadar dan kelalaian tidak sadar?

Jawaban: Pembedaan tersebut dapat digunakan sebagai alat analisis. Kelalaian sadar terjadi ketika pengemudi menyadari risiko tetapi berharap akibat tidak terjadi, sedangkan kelalaian tidak sadar terjadi ketika risiko tidak dipikirkan padahal seharusnya dapat diperkirakan. Dalam praktik penyidikan, fokus utama tetap pada tindakan konkret dan pelanggaran standar kehati-hatian yang dapat dibuktikan.

18. Bagaimana penyidik memastikan bahwa kematian korban merupakan akibat langsung dari kecelakaan?

Jawaban: Penyidik menelusuri rangkaian mulai dari benturan, luka awal, evakuasi, tindakan medis, perkembangan kondisi korban, sampai penyebab kematian. Apabila korban meninggal setelah dirawat, dokumen medis harus menjelaskan kaitan antara luka akibat kecelakaan dan kematian agar hubungan kausal tidak hanya didasarkan pada urutan waktu.

19. Dalam keadaan apa keterangan ahli diperlukan?

Jawaban: Keterangan ahli diperlukan apabila mekanisme benturan, kecepatan, kelayakan kendaraan, atau sebab kematian tidak dapat dijelaskan secara memadai oleh bukti biasa. Ahli dapat berasal dari bidang kedokteran forensik, teknik kendaraan, atau rekonstruksi kecelakaan. Penggunaannya disesuaikan dengan kompleksitas dan kebutuhan pembuktian perkara.

20. Fakta apa yang paling penting dalam perkara tanggal 24 Januari 2025?

Jawaban: Fakta pentingnya adalah identitas pengemudi dan kendaraan, arah perjalanan, kecepatan yang diperkirakan, posisi korban ketika menyeberang, jarak ketika korban pertama kali terlihat, tindakan pengemudi untuk menghindar, titik benturan, luka korban, dan sebab kematian. Seluruh fakta tersebut harus dibaca sebagai satu rangkaian untuk menentukan apakah standar kehati-hatian telah dilanggar.

E. Pertanyaan dan Jawaban Rumusan Masalah Ketiga

21. Apa kendala yuridis yang paling sering dihadapi dalam menerapkan Pasal 310?

Jawaban: Kendala yuridis utamanya adalah sifat terbuka dari konsep kelalaian. Undang-undang tidak merinci seluruh ukuran kehati-hatian untuk setiap keadaan, sehingga penyidik harus menghubungkan norma dengan fakta konkret. Risiko subjektivitas diatasi melalui analisis unsur yang tertulis, gelar perkara, dan pengawasan berjenjang.

22. Apa kesulitan dalam membedakan kelalaian pengemudi, kesalahan korban, kondisi jalan, dan kerusakan kendaraan?

Jawaban: Setiap faktor dapat berkontribusi pada kecelakaan. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang secara hukum relevan dan dominan. Karena itu penyidik tidak boleh langsung menyalahkan salah satu pihak, tetapi perlu memeriksa kendaraan, keadaan jalan, tindakan korban, serta respons pengemudi secara terpisah dan kemudian menilai hubungan keseluruhannya.

23. Apa kendala memperoleh alat bukti dari tempat kejadian perkara?

Jawaban: Lokasi sering berubah karena korban harus segera dievakuasi, kendaraan dipindahkan untuk menghindari kecelakaan lanjutan, atau warga membersihkan lokasi. Jejak pengereman, serpihan, dan bercak dapat hilang karena cuaca atau lalu lintas. Solusinya adalah respons cepat, dokumentasi awal yang lengkap, dan pencatatan siapa yang memindahkan benda atau kendaraan.

24. Bagaimana mengatasi perbedaan keterangan antara saksi dan pengemudi?

Jawaban: Perbedaan tidak diselesaikan dengan memilih keterangan yang paling menguntungkan salah satu pihak. Penyidik menguji masing-masing keterangan dengan fakta objektif, memeriksa ulang titik yang berbeda, melakukan konfrontasi bila diperlukan, dan menilai konsistensi internal serta kesesuaiannya dengan bukti teknis.

25. Apakah keterlambatan dokumen medis memengaruhi penyidikan?

Jawaban: Ya, terutama ketika penentuan ayat Pasal 310 bergantung pada tingkat luka atau sebab kematian. Keterlambatan dapat membuat konstruksi berkas belum lengkap. Karena itu koordinasi dengan rumah sakit perlu dilakukan sejak awal untuk memastikan surat keterangan, rekam medis, atau visum tersedia sesuai kebutuhan penyidikan.

26. Apakah keterbatasan sarana dan sumber daya manusia menjadi hambatan?

Jawaban: Keterbatasan alat ukur, kamera, perangkat rekonstruksi, kendaraan operasional, dan tenaga yang memiliki keahlian analisis kecelakaan dapat memengaruhi kedalaman pembuktian. Peningkatan pelatihan, standardisasi dokumentasi digital, dan dukungan dari satuan yang memiliki kemampuan lebih khusus diperlukan, terutama pada kecelakaan fatal.

27. Bagaimana koordinasi dengan rumah sakit, kejaksaan, dan instansi lain?

Jawaban: Koordinasi dilakukan sesuai kebutuhan pembuktian. Rumah sakit menyediakan dokumen medis, kejaksaan memberikan petunjuk kelengkapan berkas, dinas terkait dapat membantu menjelaskan kondisi jalan atau fasilitas lalu lintas, dan ahli digunakan apabila terdapat persoalan teknis tertentu. Koordinasi awal membantu mencegah berkas bolak-balik.

28. Apakah perdamaian memengaruhi proses penyidikan?

Jawaban: Perdamaian dapat menjadi fakta yang dipertimbangkan dalam aspek pemulihan dan sikap para pihak, tetapi tidak otomatis menghapus tindak pidana. Penerapan keadilan restoratif harus mengikuti syarat hukum, memperhatikan akibat perkara, kepentingan korban, dan tidak boleh lahir dari tekanan atau transaksi yang merugikan pihak lemah.

29. Bagaimana pengawasan atasan penyidik dilakukan?

Jawaban: Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan administrasi, supervisi materi penyidikan, dan gelar perkara. Atasan menilai apakah laporan, olah tempat kejadian, pemeriksaan saksi, keterangan pengemudi, barang bukti, dan dokumen medis konsisten dengan unsur pasal. Fakta yang meringankan juga wajib dicatat agar penyidikan tetap objektif.

30. Apa rekomendasi untuk meningkatkan kualitas penyidikan kecelakaan lalu lintas?

Jawaban: Diperlukan matriks unsur dan bukti untuk setiap perkara, dokumentasi lokasi yang terstandardisasi, pelatihan rekonstruksi kecelakaan, peralatan ukur dan kamera yang memadai, koordinasi cepat dengan fasilitas kesehatan dan penuntut umum, serta pengawasan berjenjang yang memastikan tidak ada kesimpulan yang hanya didasarkan pada akibat atau pengakuan.

LAMPIRAN 2
PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS PADA TAHAP PENYIDIKAN
(Studi Kasus di Polres Langkat)
A. Identitas Narasumber

	Nama
	: BRIPKA Irfan Syahputra, S.H.

	Pangkat
	: BRIPKA

	NRP
	: ................................................

	Jabatan/Unit Kerja
	: ................................................

	Tempat Wawancara
	: Polres Langkat


B. Pengantar Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai pertanggungjawaban pidana pengemudi, pembuktian unsur kelalaian, serta kendala yuridis dan praktis dalam penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Langkat. Jawaban narasumber dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah penelitian agar dapat digunakan sebagai lampiran dan dasar analisis pada BAB IV.

C. Pertanyaan dan Jawaban Rumusan Masalah Pertama

1. Apa tindakan awal yang dilakukan petugas ketika menerima laporan kecelakaan lalu lintas?

Jawaban: Petugas mencatat laporan, menuju lokasi secepatnya, memberikan pertolongan, mengamankan tempat kejadian, dan mengatur arus agar tidak terjadi kecelakaan lanjutan. Setelah kondisi aman, petugas mendokumentasikan posisi kendaraan dan korban, mencari saksi, mengamankan barang bukti, dan membuat catatan awal untuk penyusunan laporan polisi.

2. Apa saja kegiatan yang dilakukan pada saat olah tempat kejadian perkara?

Jawaban: Kegiatan meliputi pemotretan dari berbagai arah, pengukuran posisi kendaraan dan korban dari titik tetap, pencatatan lebar jalan serta kondisi permukaan, pencarian jejak pengereman, serpihan, bercak darah, dan benda terkait, pemeriksaan kerusakan kendaraan, serta pembuatan sketsa. Semua hasil dicatat agar dapat diuji kembali dalam penyidikan.

3. Bagaimana kronologi perkara tanggal 24 Januari 2025 berdasarkan hasil pemeriksaan?

Jawaban: Sepeda motor Honda Vario BK 3478 PBN bergerak di Jalan Nasional Medan-Banda Aceh Km 76-77, wilayah Secanggang. Korban sebagai pejalan kaki sedang menyeberang, kemudian terjadi benturan. Korban dievakuasi dan selanjutnya meninggal dunia. Penyidikan memeriksa arah perjalanan, posisi korban, perkiraan kecepatan, tindakan pengemudi, kondisi lokasi, dan akibat medis.

4. Fakta apa yang ditemukan di lokasi dan digunakan untuk menentukan peran pengemudi?

Jawaban: Fakta yang diperhatikan antara lain arah kendaraan, titik benturan, posisi akhir, kerusakan pada kendaraan, bekas gesekan atau pengereman, bercak di jalan, cuaca, kondisi penerangan, arus lalu lintas, dan jarak pandang. Identitas saksi yang berada di sekitar lokasi juga dicatat untuk menguji kronologi.

5. Bagaimana pemeriksaan terhadap pengemudi dan saksi dilakukan?

Jawaban: Pemeriksaan dilakukan dengan meminta setiap orang menjelaskan peristiwa menurut apa yang dilihat, didengar, atau dialami. Keterangan dicatat dalam BAP, kemudian dibandingkan dengan hasil olah tempat kejadian. Apabila terdapat perbedaan penting, penyidik melakukan pemeriksaan tambahan dan memperjelas titik waktu, jarak, arah, serta tindakan sebelum benturan.

6. Apa pertimbangan dalam meningkatkan status pengemudi dari saksi menjadi tersangka?

Jawaban: Peningkatan status dilakukan ketika terdapat bukti yang cukup dan fakta menunjukkan dugaan pelanggaran standar kehati-hatian yang mempunyai hubungan dengan akibat. Penetapan tidak hanya berdasarkan pengakuan, tetapi melalui persesuaian keterangan, bukti lokasi, kondisi kendaraan, dokumen medis, dan hasil gelar perkara.

7. Dokumen apa saja yang digunakan untuk menyusun berkas perkara?

Jawaban: Dokumen meliputi laporan polisi, surat perintah penyidikan, BAP saksi dan pengemudi, berita acara olah tempat kejadian, sketsa, foto, berita acara penyitaan, daftar barang bukti, hasil pemeriksaan kendaraan, dokumen medis, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, dan administrasi lain yang diwajibkan.

8. Bagaimana kondisi kemampuan bertanggung jawab pengemudi diperiksa?

Jawaban: Penyidik memperhatikan keadaan sadar, kondisi kesehatan, kemampuan memahami pertanyaan, riwayat penggunaan alkohol atau obat, serta keadaan kejiwaan yang tampak. Apabila terdapat indikasi khusus, dapat dimintakan pemeriksaan medis atau ahli. Dalam pemeriksaan biasa, kemampuan menjelaskan kronologi secara logis menjadi salah satu petunjuk awal.

9. Bagaimana hubungan antara tindakan pengemudi dan akibat korban ditentukan?

Jawaban: Mekanisme benturan dibandingkan dengan luka dan sebab kematian. Bagian kendaraan yang rusak, titik benturan, arah jatuh korban, dan dokumen medis harus saling mendukung. Penyidik juga memeriksa apakah terdapat faktor lain setelah kejadian yang memutus atau mengubah hubungan tersebut.

10. Bagaimana hak-hak tersangka dipenuhi selama pemeriksaan?

Jawaban: Tersangka diberitahu mengenai perkara dan pasal yang disangkakan, diberi kesempatan didampingi penasihat hukum sesuai ketentuan, dan diperiksa tanpa tekanan. Keterangan dibacakan kembali sebelum ditandatangani. Tersangka juga dapat menyampaikan bukti atau saksi yang meringankan.

D. Pertanyaan dan Jawaban Rumusan Masalah Kedua

11. Apa fakta utama yang digunakan untuk menentukan bahwa pengemudi telah lalai?

Jawaban: Fakta utamanya adalah apakah pengemudi menyesuaikan kecepatan dan perhatian dengan keadaan jalan serta keberadaan pejalan kaki. Petugas memeriksa jarak ketika korban terlihat, ada tidaknya pengereman atau upaya menghindar, posisi benturan, dan apakah kendaraan dalam kondisi layak.

12. Bagaimana arah kendaraan, posisi korban, titik benturan, dan posisi akhir ditentukan?

Jawaban: Petugas menggunakan titik tetap seperti tiang, tepi jalan, atau bangunan sebagai acuan pengukuran. Serpihan, bercak, bekas gesekan, kerusakan kendaraan, dan arah jatuh korban membantu menentukan titik benturan. Posisi akhir dicatat terpisah karena dapat berbeda dengan titik benturan.

13. Bagaimana perkiraan kecepatan kendaraan ditentukan?

Jawaban: Kecepatan diperkirakan dari keterangan pengemudi dan saksi, jejak pengereman, kerusakan, jarak perpindahan, kondisi permukaan jalan, dan posisi akhir. Apabila ada CCTV, data tersebut digunakan sebagai pembanding. Tanpa dukungan teknis yang cukup, petugas tidak boleh menyatakan angka yang terlalu pasti.

14. Apakah ditemukan jejak pengereman, serpihan, atau barang bukti lain dan bagaimana digunakan?

Jawaban: Setiap jejak atau benda yang ditemukan difoto, diukur, dicatat lokasinya, dan diamankan apabila diperlukan. Jejak pengereman dapat menunjukkan reaksi pengemudi, serpihan membantu menentukan titik benturan, sedangkan bercak dan kerusakan kendaraan membantu menguji arah serta mekanisme benturan.

15. Bagaimana menilai pernyataan pengemudi bahwa ia sudah berusaha menghindar?

Jawaban: Pernyataan tersebut dibandingkan dengan jejak pengereman, arah kendaraan, kerusakan, jarak pandang, dan keterangan saksi. Apabila pengemudi mengaku mengerem tetapi tidak ada jejak, hal itu belum tentu langsung salah karena beberapa sistem rem tidak selalu meninggalkan jejak. Karena itu semua bukti harus dibaca bersama.

16. Bagaimana kondisi jalan, cuaca, penerangan, dan arus lalu lintas diperhitungkan?

Jawaban: Semua kondisi dicatat pada saat olah tempat kejadian. Jalan yang licin, rusak, gelap, atau pandangannya terhalang memengaruhi jarak berhenti dan kemampuan menghindar. Sebaliknya, jalan cerah dan arus lengang dapat menunjukkan bahwa pengemudi mempunyai ruang lebih besar untuk memperhatikan bahaya, tetapi tetap harus diuji dengan fakta lain.

17. Apakah kepemilikan SIM dan kelengkapan kendaraan memengaruhi pertanggungjawaban?

Jawaban: SIM dan kelengkapan kendaraan diperiksa sebagai bagian administrasi dan kompetensi mengemudi. Tidak memiliki SIM bukan otomatis penyebab kecelakaan, tetapi dapat menjadi pelanggaran tersendiri. Kondisi rem, ban, lampu, dan kemudi lebih langsung berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kecelakaan.

18. Bagaimana tindakan korban yang menyeberang dinilai?

Jawaban: Petugas mencatat dari arah mana korban berjalan, titik awal dan tujuan, apakah ada fasilitas penyeberangan, serta kapan korban dapat terlihat oleh pengemudi. Keterangan korban yang muncul tiba-tiba harus diuji dengan jarak dan pandangan. Tindakan korban dicatat sebagai fakta, tetapi tidak langsung menghapus kewajiban pengemudi untuk berhati-hati.

19. Bagaimana dokumen medis digunakan?

Jawaban: Surat keterangan medis, rekam perawatan, atau visum digunakan untuk menentukan jenis luka, tingkat akibat, dan sebab kematian. Dokumen tersebut juga membantu memastikan bahwa luka sesuai dengan mekanisme benturan. Untuk korban meninggal setelah dirawat, riwayat perawatan penting agar hubungan kausal tetap jelas.

20. Apakah pemeriksaan teknis kendaraan dilakukan?

Jawaban: Pemeriksaan dilakukan terhadap bagian yang berkaitan dengan keselamatan, seperti rem, ban, lampu, kemudi, dan kerusakan akibat benturan. Tujuannya untuk mengetahui apakah kecelakaan dipengaruhi kegagalan teknis atau kelalaian pemeliharaan. Hasilnya dituangkan dalam berita acara atau dokumen pemeriksaan.

21. Kapan rekonstruksi atau pemeriksaan ahli diperlukan?

Jawaban: Rekonstruksi diperlukan apabila kronologi para pihak berbeda atau posisi serta mekanisme benturan belum jelas. Ahli diperlukan pada perkara yang memerlukan perhitungan teknis, pemeriksaan kendaraan khusus, atau penjelasan medis yang kompleks. Keputusan disesuaikan dengan kebutuhan pembuktian dan hasil gelar perkara.

22. Bagaimana unsur Pasal 310 dipenuhi satu per satu?

Jawaban: Unsur setiap orang dipenuhi melalui identitas pengemudi, unsur mengemudikan kendaraan melalui fakta penguasaan kendaraan, unsur kelalaian melalui pelanggaran standar kehati-hatian, unsur kecelakaan melalui peristiwa benturan di jalan, dan unsur akibat melalui kerusakan, luka, atau kematian yang dibuktikan secara medis. Seluruh unsur harus mempunyai dukungan bukti.

E. Pertanyaan dan Jawaban Rumusan Masalah Ketiga

23. Apa kesulitan ketika melakukan olah tempat kejadian perkara?

Jawaban: Kesulitan utama adalah lokasi sudah berubah ketika petugas tiba. Korban telah dievakuasi, kendaraan dipindahkan, warga berkumpul, dan arus lalu lintas tetap berjalan. Cuaca juga dapat menghilangkan jejak. Petugas harus segera mendokumentasikan keadaan yang tersisa dan mencari keterangan tentang posisi awal.

24. Bagaimana jika kendaraan atau korban telah dipindahkan?

Jawaban: Petugas mencatat siapa yang memindahkan, alasan pemindahan, dan ke mana dipindahkan. Foto atau video warga dicari, saksi diminta menunjukkan posisi awal, lalu dibuat rekonstruksi awal berdasarkan titik tetap dan temuan fisik. Pemindahan karena pertolongan tidak dipersoalkan, tetapi harus dijelaskan dalam administrasi.

25. Bagaimana jika tidak ada saksi yang melihat langsung?

Jawaban: Penyidik menggunakan bukti tidak langsung seperti kondisi kerusakan, jejak, posisi, rekaman kamera di sekitar lokasi, keterangan orang yang datang segera setelah kejadian, dan keterangan pengemudi. Ketiadaan saksi langsung membuat bukti teknis menjadi lebih penting.

26. Apa yang dilakukan apabila keterangan pengemudi berbeda dengan saksi?

Jawaban: Perbedaan dicatat dan diuji. Penyidik dapat memeriksa ulang, memperlihatkan sketsa, meminta penjelasan tentang sudut pandang, dan melakukan konfrontasi apabila diperlukan. Bukti objektif digunakan untuk menentukan bagian keterangan yang paling sesuai dengan keadaan lokasi.

27. Apakah ketiadaan CCTV menjadi hambatan?

Jawaban: Ya, tetapi bukan berarti perkara tidak dapat dibuktikan. CCTV hanya salah satu sumber. Tanpa CCTV, petugas mengandalkan pengukuran, foto, jejak, kerusakan, keterangan saksi, dan pemeriksaan kendaraan. Pencarian kamera harus diperluas ke rumah, toko, atau kendaraan yang melintas di sekitar lokasi.

28. Bagaimana menentukan kecepatan jika tidak ada jejak pengereman?

Jawaban: Kecepatan ditaksir melalui kerusakan, jarak perpindahan, keterangan para pihak, kondisi jalan, dan mekanisme benturan. Tidak adanya jejak tidak selalu berarti tidak mengerem karena jenis rem dan permukaan jalan memengaruhi jejak. Oleh karena itu angka kecepatan tetap dinyatakan sebagai perkiraan.

29. Apakah terdapat kendala memperoleh dokumen rumah sakit?

Jawaban: Kadang dokumen memerlukan waktu karena korban masih dirawat atau administrasi rumah sakit belum selesai. Penyidik melakukan koordinasi tertulis dan langsung, menjelaskan dokumen yang dibutuhkan, serta menyesuaikan jadwal penyidikan agar penentuan tingkat luka dan sebab kematian tidak keliru.

30. Apakah kondisi geografis dan jarak lokasi memengaruhi penanganan?

Jawaban: Wilayah yang jauh dari kantor atau memiliki akses terbatas dapat memperlambat kedatangan petugas. Dalam keadaan tersebut, koordinasi dengan unit terdekat dan masyarakat penting untuk mengamankan lokasi sementara. Kendaraan operasional dan alat dokumentasi yang siap pakai sangat dibutuhkan.

31. Apakah jumlah personel dan sarana sudah memadai?

Jawaban: Sarana yang ada digunakan semaksimal mungkin, tetapi kecelakaan fatal memerlukan dokumentasi dan analisis yang lebih mendalam. Alat ukur, kamera, pencahayaan, perlengkapan keselamatan, kendaraan operasional, serta pelatihan teknis masih perlu terus ditingkatkan agar hasil olah tempat kejadian lebih akurat.

32. Bagaimana menghadapi tekanan dari pihak yang terlibat?

Jawaban: Penyidik harus berpegang pada bukti dan prosedur. Semua komunikasi yang berkaitan dengan perkara dicatat, para pihak diberi penjelasan mengenai proses, dan keputusan penting dibahas melalui gelar perkara. Pengawasan atasan diperlukan agar penyidikan tidak dipengaruhi kepentingan salah satu pihak.

33. Bagaimana menyikapi perdamaian atau ganti kerugian?

Jawaban: Perdamaian dicatat sebagai fakta dan dapat menunjukkan tanggung jawab moral, tetapi proses hukum mengikuti ketentuan yang berlaku. Penyidik memastikan perdamaian dilakukan secara sukarela dan tidak menghilangkan hak korban. Untuk perkara dengan akibat berat, penerapan mekanisme restoratif harus sangat hati-hati.

34. Apakah koordinasi dengan jaksa pernah mengalami hambatan?

Jawaban: Hambatan dapat terjadi apabila terdapat perbedaan penilaian tentang kelengkapan unsur atau dokumen. Untuk mengurangi pengembalian berkas, penyidik berkomunikasi sejak awal mengenai kebutuhan pembuktian, melengkapi dokumen medis dan teknis, serta menindaklanjuti petunjuk secara terarah.

35. Apa yang menyebabkan penyidikan membutuhkan waktu lama?

Jawaban: Penyebabnya antara lain menunggu dokumen medis, mencari saksi, memperoleh rekaman kamera, melakukan pemeriksaan kendaraan, menyelesaikan perbedaan keterangan, dan memenuhi petunjuk penuntut umum. Perkara korban meninggal setelah perawatan juga memerlukan penelusuran medis lebih panjang.

36. Apa upaya untuk mengatasi kekurangan alat bukti?

Jawaban: Penyidik memperluas pencarian saksi dan rekaman, melakukan pemeriksaan tambahan, mengulang pengukuran jika masih memungkinkan, memeriksa kendaraan, meminta dokumen medis lengkap, dan melakukan gelar perkara. Setiap kekurangan dicatat agar langkah pemenuhannya jelas.

37. Apa sarana atau pelatihan yang diperlukan?

Jawaban: Pelatihan rekonstruksi kecelakaan, penggunaan alat ukur digital, dokumentasi fotografi forensik, analisis kerusakan kendaraan, dan pemahaman hubungan kausal medis sangat diperlukan. Dukungan kamera, alat ukur, perangkat pemetaan, perlengkapan keselamatan, dan kendaraan operasional juga akan meningkatkan kualitas penyidikan.
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